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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi SAP pada Pemkab 
Manokwari serta faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi SAP pada 
Pemkab Manokwari. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan 
menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Hasil penelitian adalah Laporan Keuangan Pemkab Manokwari 
Tahun Anggaran 2014 belum sesuai dengan SAP. Laporan keuangan Pemkab 
Manokwari Tahun Anggaran 2015 telah sesuai dengan SAP, namun masih 
terdapat catatan pada Kas di Bendahara Pengeluaran dan Aset Tetap. Faktor 
Kegagalan penyusunan Laporan keuangan Pemkab Manokwari Tahun Anggaran 
2014 sesuai SAP adalah penatausahaan aset tetap tidak tertib, kurangnya 
pemahaman SAP, kurangnya dukungan teknologi informasi, serta kondisi sosial 
dan budaya masyarakat Papua. Faktor yang dapat mendukung keberhasilan 
Pemkab Manokwari menyajikan laporan keuangan tahun anggaran 2015 adalah 
memperbaiki pentausahaan aset tetap, meningkatkan dukungan teknologi 
informasi, menyelenggarakan pelatihan, dan adanya komitmen pimpinan.
Kata kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, Basis Akrual, Kas Menuju 
Akrual, Laporan Keuangan.
This study aims to find out the implementation of SAP in Pemkab Manokwari and 
the influencing factors the implementation of SAP in Pemkab Manokwari. This 
research is descriptive qualitative research using data collection method through 
interview, observation, and documentation. The result of this research the 
financial statements of Pemkab Manokwari 2014 has not been in accordance 
with SAP. The financial statements of Pemkab Manokwari 2015 are in 
accordance with SAP, but there are records on Cash in Payment Treasurer and 
Fixed Assets. Factors Failure the financial statements of Pemkab Manokwari 
2014 according to SAP is bad administration fixed assets, lack of understanding 
about SAP, lack of information technology support, social and cultural conditions 
of the people of Papua. Success factor Pemkab Manokwari to present the 
financial statements 2015 are to improve fixed asset administration, improve 
information technology support, organize training, and leadership commitment.
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Reformasi pada berbagai bidang yang digulirkan sejak tahun 1998 
membawa perubahan yang besar pada bidang akuntansi pemerintahan di 
Indonesia. Perubahan besar tersebut ditandai dengan terbitnya banyak peraturan 
perundangan yang berkaitan dengan perbaikan dalam pengelolaan keuangan 
negara. Ditetapkannya Undang-Undang No. 22 dan 25 Tahun 1999 yang 
mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan 
Daerah. 
Reformasi akuntansi pemerintahan di Indonesia mendapat momentumnya 
dengan terbitnya UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang 
mewajibkan adanya suatu Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai basis 
penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah, lalu diperkuat dengan UU 
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara. Undang - undang tersebut menyebabkan kebutuhan 
mendesak akan standar akuntansi sebagai basis penyusunan dan audit laporan 
keuangan instansi pemerintah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tanpa 
standar, BPK tidak dapat menerbitkan opini audit. Bentuk pertanggungjawaban 
APBN/APBD adalah laporan keuangan yang harus sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pemerintah (SAP). 
Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, maka perlu 
dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar 
reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu 
perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. 
2Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan ini sangat penting karena melalui 
proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai 
pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Karena begitu 
eratnya keterkaitan antara keuangan pemerintahan dan akuntansi pemerintahan, 
maka sistem dan proses yang lama dalam akuntansi pemerintahan banyak 
menimbulkan berbagai kendala, sehingga tidak mendukung terwujudnya good 
governance dalam penyelenggaraan pemerintahan (Simanjuntak, 2010). Selain 
itu, perubahan tersebut diperlukan karena sistem akuntansi berbasis kas 
dianggap saat ini tidak lagi memuaskan, terutama karena kekurangannya dalam 
menyajikan gambaran keuangan yang akurat dan dalam memberikan informasi 
manajemen yang berguna dan memadai untuk memfasilitasi perencanaan dan 
proses kinerja (Cohen et al., 2007).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam 
Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh 
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan 
dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan 
dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan 
dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (due process). Sesuai 
dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah 
menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan yang merupakan SAP pertama yang dimiliki Indonesia 
sejak kemerdekaannya. Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PP No. 24 
Tahun 2005 tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi 
3pendapatan, belanja dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, 
kewajiban, dan ekuitas dana.
Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat 
sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang - Undang 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa 
selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual 
belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. 
Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut 
Pasal 36 ayat (1) Undang-Uandang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling 
lambat 5 (lima) tahun. Sesuai Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010, penerapan 
SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah dapat 
menerapkan SAP basis kas menuju akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah 
tahun anggaran 2010 yakni pada tahun 2014. Selanjutnya, setiap entitas 
pelaporan baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib 
melaksanakan SAP Berbasis Akrual. Dengan demikian, tahun 2014 dapat 
dikatakan sebagai tahun akhir penerapan akuntansi kas menuju akrual sekaligus 
tahun uji coba proses penerapan akuntansi basis akrual pada tiap pemerintah 
daerah, maka diharapkan seluruh entitas pelaporan telah menerapkan basis 
akuntansi akrual pada pelaporan keuangannya.
Guna memenuhi transparansi dan akuntabilitas, pemerintah dituntut untuk 
menyajikan dan mengungkapkan elemen akuntansi Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu SAP. 
SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum (Bastian, 
2010:138), sehingga kesesuaian dengan standar akuntansi merepresentasikan 
kepatuhan terhadap SAP. 
4Menurut Christiaens dan Vanpethegem (1999; 2007) reformasi akuntansi 
pemerintahan sering menjadi langkah pertama reformasi pemerintah dan itulah 
sebabnya dapat dianggap sebagai kondisi yang penting dan prasyarat bagi 
keberhasilan reformasi pemerintah lainnya di bawah gelombang transformasi 
New Public Management (NPM), seperti reformasi organisasi dan manajerial. 
Oleh karena itu, penerapan yang efektif dan sukses dari reformasi akuntansi 
berperan penting dan dominan dalam penerapan dan keberhasilan praktik dan 
teknik NPM lain dalam organisasi publik. Tanpa implementasi yang memadai dan 
sukses, semua keuntungan, tujuan dan harapan reformasi akan hilang karena 
fakta bahwa sistem akuntansi yang baru tidak akan dapat memberikan informasi 
manajerial dan keuangan yang relevan dan akurat untuk mendukungnya 
(Christiaens dan Vanpeteghem, 2007). Menurut Pollitt (1994) adopsi inovasi 
NPM dapat dikategorikan pada empat tahap yang berbeda: (1) pengungkapan, 
(2) keputusan, (3) praktik, dan (4) dampak dari perubahan. 
Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang 
berkesinambungan dan terpadu. Dampak yang dihasilkan dari penerapan sistem 
ini tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Pemahaman tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pengenalan 
sistem akuntansi yang baru, khususnya pada konteks pemerintahan adalah 
penting. Keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi berbasis akrual pada 
pemerintah daerah tidak lepas dari faktor-faktor yang ada pada pemerintah 
daerah tersebut.
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin menguji faktor-faktor 
yang mempengaruhi implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan pada 
Pemerintah Kabupaten Manokwari. Alasan studi ini dilakukan di Pemerintah 
Kabupaten Manokwari karena sukses meningkatkan opininya di tahun 2015 
5menjadi Wajar Dengan Pengecualian. Pada Tahun 2011 - 2014 Pemerintah 
Kabupaten Manokwari selalu mendapatkan opini disclaimer dari Badan 
Pemeriksa Keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti dan 
gambaran yang lebih nyata mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
implementasi Standar Akuntansi Pemerintah pada pemerintahan daerah di 
Indonesia.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka yang menjadi 
pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Bagaimana penyajian laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten 
Manokwari pada Tahun Anggaran 2014 dan 2015?
2. Apakah faktor kegagalan Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam 
menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan 
pada Tahun Anggaran 2014?
3. Apakah faktor keberhasilan Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam 
menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan 
pada Tahun Anggaran 2015?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan pada sub bab 
sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Mengetahui penyajian laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten 
Manokwari pada Tahun Anggaran 2014 dan 2015.
2. Mengetahui faktor kegagalan Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam 
menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan 
pada Tahun 2014.
63. Mengetahui faktor keberhasilan Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam 




Kegunaan teoretis penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Memberi sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor 
publik pada pengelolalaan keuangan daerah sebagai upaya 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas demi terwujudnya good 
governance.
2. Memberi masukan bagi kegiatan penelitian yang lain di bidang akuntansi 
sektor publik terutama mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi 
akuntabilitas sektor publik.
1.4.2 Kegunaan Praktis
Kegunaan penelitian ini bagi organisasi sektor publik adalah dapat 
menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan akuntansi 
sektor publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas demi 
terwujudnya good governance.
1.5 Sistematika Penulisan
Dalam usulan penelitian ini, pembahasan dan penyajian diuraikan dalam 
lima bab dengan sistematika pembahasan dan aturannya untuk mempermudah 
pembaca agar lebih mudah memahami dan mengerti rencana penelitian ini. 
Adapun gambaran sistematika pembahasan secara garis besar sebagai berikut.
7BAB I Pendahuluan
Dalam bab ini diuraikan: latar belakang penelitian, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 
penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II Tinjauan Pustaka
Dalam bab ini berisi teori – teori yang menjadi acuan 
untuk melakukan penelitian. Dalam bab ini akan 
dikemukakan tentang tinjauan teori dan tinjauan empiris 
atas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
BAB III Metode Penelitian
Dalam bab ini diuraikan: rancangan penelitian, 
kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik 
pengumpulan data, analisis data, pengecekan validitas 
temuan, serta tahap-tahap penelitian.
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi data penelitian 
dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.
BAB V Penutup
Dalam bab ini merupakan bagian penutup yang berisi 
kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, saran 





2.1.1 New Public Management (NPM)
NPM mulai berkembang pada akhir akhir 1970-an dan awal 1980-an. Hal 
ini mulai dipraktikan di Inggris dan pemerintah lokal negara bagian di Amerika 
Serikat. Pollitt (1994) mendefinisikan NPM sebagai sebuah pandangan, sebuah 
ideologi atau kumpulan teknik dan pendekatan manajemen yang diambil dari 
sektor privat bertujuan laba. Sedangkan Hood (1991,1995) mendefinisikan NPM 
sebagai sebuah gagasan sistem yang dilakukan oleh sektor privat dan diadopsi 
oleh sektor publik.
NPM berakar dari teori manajemen yang beranggapan bahwa praktik 
bisnis komersial dan manajemen sektor privat lebih baik dibandingkan dengan 
praktik dan manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki 
kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen 
yang diterapkan sektor swasta ke sektor publik, seperti pengadopsian 
mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan publik 
(Mardiasmo, 2009:16).
Dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut, terjadi pula 
perubahan pada akuntansi sektor publik, yaitu perubahan sistem akuntansi dari 
akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Perubahan tersebut 
diperlukan karena sistem akuntansi berbasis kas dianggap saat ini tidak lagi 
memuaskan, terutama karena kekurangannya dalam menyajikan gambaran 
keuangan yang akurat dan dalam memberikan informasi manajemen yang 
9berguna dan memadai untuk memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja 
(Cohen et al., 2007).
Menurut Christiaens dan Vanpteghem (1999; 2007) reformasi akuntansi 
pemerintahan sering menjadi langkah pertama reformasi pemerintah dan itulah 
sebabnya dapat dianggap sebagai kondisi yang penting dan prasyarat bagi 
keberhasilan reformasi pemerintah lainnya di bawah gelombang transformasi 
NPM, seperti reformasi organisasi dan manajerial. Oleh karena itu, penerapan 
yang efektif dan sukses dari reformasi akuntansi berperan penting dan dominan 
dalam penerapan dan keberhasilan praktik dan teknik NPM lain dalam organisasi 
publik. Tanpa implementasi yang memadai dan sukses, semua keuntungan, 
tujuan dan harapan reformasi akan hilang karena fakta bahwa sistem akuntansi 
yang baru tidak akan dapat memberikan informasi manajerial dan keuangan 
yang relevan dan akurat untuk mendukungnya (Christiaens dan Vanpeteghem, 
2007).
Menurut Pollitt (1994) adopsi inovasi NPM dapat dikategorikan pada 
empat tahap yang berbeda: (1) pengungkapan, (2) keputusan, (3) praktik, dan (4) 
dampak dari perubahan. Penelitian ini berfokus pada tahap praktik di mana 
inovasi NPM secara teknis digunakan oleh organisasi sektor publik, termasuk 
faktor-faktor kontekstual dan organisasi yang dapat mempengaruhi penggunaan 
teknik-teknik baru dalam praktik.
Dalam konteks NPM dan mengikuti contoh dari sejumlah negara lain di 
Eropa dan seluruh dunia, pemerintah Indonesia juga mengalami sejumlah 
perubahan akuntansi keuangan dan reformasi selama hampir satu dekade 
terakhir dalam rangka memenuhi tantangan globalisasi yang meningkat. Secara 
khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan adopsi dan implementasi 
aktual dari sistem akuntansi akrual pada pemerintah Indonesia dengan 
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mengukur sejauh mana penerapan akuntansi akrual dan menguji dampak dari 
berbagai faktor yang berpotensi berpengaruh pada tingkat adopsi reformasi 
akuntansi akrual.
2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dibentuk berdasarkan 
pada Keputusan Presiden No.84 Tahun 2004, sebagai tindak lanjut dari amanat 
Undang- Undang No. 1 Tahun 2004 pasal 57 tentang Perbendaharaan Negara. 
Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa diperlukan suatu Komite Penyusunan 
Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang bertugas menyusun Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam Undang- Undang. No 17 Tahun 2003 
pasal 32 tentang Keuangan Negara mengatur perlunya SAP sebagai pedoman 
dalam penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan 
pemerintah pusat dan daerah.
Keputusan Presiden No. 84 Tahun 2004 mengenai KSAP telah diubah 
dengan Keputusan Presiden No. 2 Tahun 2005, dan terakhir diubah dengan 
Keputusan Presiden No.3 Tahun 2009 tentang Komite Standar Akuntansi 
Pemerintahan (KSAP). KSAP bertugas mempersiapkan penyusunan konsep 
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi 
yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 
pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-
hari, KSAP melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan.
KSAP bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. 
KSAP dalam tugasnya telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan 
berbasis cash towards accrual, dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 
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24 Tahun 2005. Dan terakhir dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 
2010 yang mengatur SAP berbasis akrual penuh (full accrual).
Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 merupakan 
tahap awal dari proses dimulainya akuntansi pemerintah berbasis akrual. 
Peraturan Pemerintah ini mengacu pada praktik-praktik terbaik internasional, di 
antaranya dengan mengadaptasi International Public Sector Accounting 
Standards (IPSAS) yang diterbitkan oleh International Federation of Accountant
(IFAC). Dalam pelaksanaannya, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) 
masih menggunakan strategi “adaptasi”, di mana secara prinsip pengembangan 
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berorientasi pada IPSAS, namun 
disesuikan dengan kondisi di Indonesia, antara lain dengan memperhatikan 
peraturan perundangan yang berlaku, praktik-praktik keuangan yang ada, serta 
kesiapan sumber daya para pengguna SAP. Adaptasi yang dimaksud adalah 
menggunakan basis kas menuju akrual (cash towards accrual). Dengan basis ini, 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas sedangkan 
asset, utang, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual. Laporan 
keuangan yang dihasilkan dalam SAP ini adalah Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA), neraca, laporan arus kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Pada bulan Oktober tahun 2010 RPP SAP akrual disahkan menjadi 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dengan diterbitkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4503) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Peralihan basis akuntansi dari kas menuju akrual menjadi basis akrual 
penuh dilaksanakan secara bertahap. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 7 ayat (1) 
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, selanjutnya disebut PP 71/2010, 
yang berbunyi “Penerapan SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP 
Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual.” 
Pemerintah daerah yang juga disebut dalam PP 71/2010 diharuskan 
untuk menggunakan akuntansi berbasis akrual penuh pada sistem akuntansinya, 
menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk dapat menjalankan 
Peraturan Pemerintah tersebut. Penerapan akuntansi berbasis akrual penuh 
diharapkan dapat dilaksanakan secara nasional pada tahun 2015. 
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 berisi Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. SAP ini mengakui pendapatan, beban, 
aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan keuangan berbasis akrual. Sedangkan 
pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan 
anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Laporan 
keuangan yang dihasilkan dalam SAP ini adalah Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA), neraca, laporan arus kas, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), 
laporan operasional, laporan perubahan SAL (Saldo Anggaran Lebih) dan 
laporan perubahan ekuitas.
Dilihat dari jenis laporan keuangan yang dihasilkan, terdapat perbedaan 
antara SAP berbasis kas menuju akrual dan SAP berbasis akrual. Dalam SAP 
berbasis akrual, entitas pelaporan diwajibkan untuk menerbitkan laporan 
tambahan yaitu laporan operasional, laporan perubahan SAL dan Laporan 
perubahan ekuitas.
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2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan keuangan adalah sarana utama perusahaan 
mengkomunikasikan informasi keuangan kepada orang – orang di luar 
perusahaan, merepresentasikan sejarah perusahaan yang diukur dalam bentuk 
uang (Kieso et al, 2011:5). Sementara itu menurut Mardiasmo (2009:159), 
akuntansi dan laporan  keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses 
pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat 
untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Laporan 
keuangan biasanya berisi (1) neraca, (2) laporan laba rugi, (3) laporan arus kas, 
dan (4) laporan perubahan ekuitas. Catatan atas laporan keuangan merupakan 
bagian yang tak terpisahkan dari keempat hal tersebut (Kieso et al, 2011:5).
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SPAP) No. 1 menjelaskan 
definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi 
keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. 
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi 
keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan 
perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna 
dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai lokasi sumber daya. 
Oleh karena itu, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus 
memadai agar dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan sehingga 
menghasilkan keputusan yang cermat dan tepat (Sumarjo, 2010).
Guna memenuhi transparansi dan akuntabilitas, pemerintah dituntut untuk 
menyajikan dan mengungkapkan elemen akuntansi LKPD sesuai dengan 
standar yang berlaku, yaitu SAP. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai 
kekuatan hukum (Bastian, 2010:138), sehingga kesesuaian dengan standar 
akuntansi merepresentasikan kepatuhan terhadap SAP. Salah satu kendala 
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dalam penerapan akuntansi berbasis akrual adalah kondisi pemerintah yang 
meliputi sumber daya manusia dan infrastruktur untuk menerapkan SAP berbasis 
akrual serta kualitas laporan keuangan pemerintahan yang disusun berdasarkan 
PP No.71 Tahun 2010, namun belum sepenuhnya sesuai dengan PP tersebut. 
Oleh karena itu, sampai sejauh mana tingkat penerapan akuntansi akrual pada 
pemerintah khususnya di tingkat pemerintah daerah saat ini dan faktor-faktor 
yang meliputi organisasi dari pemerintah daerah tersebut, menjadi objek 
penelitian ini yang diharapkan memberikan gambaran yang lebih tepat atas 
penerapan akuntansi akrual pada pemerintah.
2.1.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan
Dalam PP 71/2010 lampiran I tentang Kerangka Konseptual, karakteristik 
kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu 
diwujudkan dalam informasi akuntansi untuk dapat memenuhi tujuannya. 
Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasayarat normatif yang diperlukan 
agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.
1. Relevan.
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat 
di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu 
mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa 
depan, dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 
Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan 
dengan maksud penggunaannya. Ciri-ciri informasi yang relevan adalah sebagai 
berikut:
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a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value). Informasi memungkinkan 
pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa 
lalu.
b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat membantu 
pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil 
masa lalu dan kejadian masa kini.
c. Tepat waktu. Informasi yang disajikan tepat waktu, sehingga dapat 
berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
d. Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap 
mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi 
pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. 
Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat 
dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam 
penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2. Andal.
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta 
dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau 
penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut 
secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi 
karakteristik:
a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta 
peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat 
diharapkan untuk disajikan.
b. Dapat diverifikasikan (verifiability). Informasi yang disajikan dalam laporan 
keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh 
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pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak 
berbeda jauh.
c. Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak 
pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan.
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan 
keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan 
secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila 
suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. 
Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang 
diperbandingkan menerapkan kebijkan akuntansi yang sama. Apabila entitas 
pemerintah menrapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan 
akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada 
periode terjadinya perubahan.
4. Dapat dipahami.
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan 
batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki 
pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkunan operasi entitas
pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang 
dimaksud.
2.1.5 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
PP 71/2010 menjelaskan bahwa prinsip akuntansi dan pelaporan 
keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh 
17
pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara 
akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh 
pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang 
disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan 
pelaporan keuangan pemerintah.
1. Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah 
adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, 
dan ekuitas. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakn berdasar basis kas, 
maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan 
penerimaan pembiayan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum 
Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Belanja, transfer, dan pengeluaran 
pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum 
Negara/Daerah. namun demikian, apabila anggaran disusun dan dilaksanakan 
berdasar basis akrual, maka LRA disusun berdasaran basis akrual. Basis akrual 
untuk Neraca berarti bahwa asset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat 
pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian kondisi lingkungan 
berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau 
setara kas diterima atau dibayar.
2. Prinsip Nilai Historis
Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau 
sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut 
pada saat diperoleh. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang 
diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan 
datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat 
diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat 
18
diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar 
aset atau kewajiban terkait.
3. Prinsip Realisasi
Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah 
diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan 
digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. 
Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan 
atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah 
menambah atau mengurangi kas. Prinsip layak temu biaya-pendapatan 
(matching-cost aginst revenue principle) dalam akuntansi pemerintah tidak 
mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial. 
4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal
Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta 
peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain 
tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas
ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau 
peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal 
tersebut harus dapat diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan.
5. Prinsip Periodisitas
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu 
dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur 
dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang 




Perlakukan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa 
dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). 
Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode 
akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat 
diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan 
informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan 
penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Prinsip Pengungkapan Lengkap
Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan 
oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan 
dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau 
Catatan atas Laporan Keuangan.
8. Prinsip Penyajian Wajar
Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi 
Anggaran, Laporan Perubahan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, 
Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan 
Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor 
pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika 
menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. 
Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta 
tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan 
laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada 
saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga asset atau 
pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu 
rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak 
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memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja 
menetapkan asset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja 
mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan 
keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.
2.1.6 Basis Akuntansi 
Basis akuntansi menentukan kapan suatu transaksi atau kejadian diakui 
dalam sistem akuntansi. Basis akuntansi yang dianut akan mempengaruhi 
penyajian laporan keuangan. Penyajian pendapatan dan biaya akan berbeda jika 
pilihan basis yang dianut berbeda. Basis akuntansi yang utama terdiri dari dua 
basis, yaitu basis kas (cash basis) dan basis akrual (accrual basis). 
1. Basis kas (cash basis).
Dalam bukunya, Accounting: Concepts and Applications, 
Stice et al (2008), menyatakan “Cash basis accounting is a system of accounting 
in which transactions are recorded and revenues and expenses are recognized 
only when cash is received or paid.” Hiltebeitel (1992) dalam A look at the 
modified cash basis, menyatakan
The cash basis recognizes revenues when collected rather than when 
earned and expenses when paid rather than incurred. Under the cash 
basis, long-term assets are not capitalized, and, hence, no depreciation or 
amortization is recorded. Also, no accruals are made for payroll taxes, 
income taxes, or pension costs, and no prepaid assets are recorded.
Basis kas menurut PSAP 01 PP 71/2010 lampiran II adalah basis 
akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat 
kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pada basis kas, transaksi diakui ketika 
kas diterima atau dibayar tanpa melihat kapan transaksi tersebut terjadi. Misal, 
pendapatan diakui ketika uang kas/setara kas diterima bukan ketika hak atas 
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pendapatan tersebut timbul, sedangkan belanja diakui ketika terjadi pembayaran 
bukan ketika kewajiban untuk membayar timbul. 
Dalam metode basis kas, beban tidak diakui sampai uang dibayarkan 
walaupun beban terjadi pada periode itu. Demikian juga dengan pendapatan, 
tidak diakui sampai dengan uang diterima. Pada basis kas, pembelian asset 
jangka panjang tidak dikapitalisasi tapi seluruhnya diakui sebagai belanja, 
sehingga tidak ada pencatatan dan penyajian atas aktiva tetap dan penyusutan. 
Dengan demikian, basis kas tidak mencerminkan besarnya uang yang ada 
sebenarnya.
Penerapan basis kas dalam akuntansi pemerintah menimbulkan pro dan 
kontra (IFAC, 1998). Dalam penerapan basis kas terdapat beberapa kelebihan, 
yaitu:
a. Mudah dipahami penggunaannya;
b. Membuka ruang untuk membuat pertimbangan untuk menyesuaikan dengan 
apropriasi anggaran yang secara tradisional menggunakan basis kas;
c. Sederhana untuk diterapkan, mudah dikompilasi, proses penyusunan 
laporan keuangan lebih cepat, reliabel, dan komparabel;
d. Berbiaya rendah karena tidak membutuhkan keterampilan karyawan yang 
tinggi. (BPK, 2009:47).
Selain terdapat kelebihan seperti dijelaskan di atas, akuntansi berbasis 
kas mempunyai beberapa kelemahan, yaitu:
a. Lingkupnya terbatas, tidak mampu menunjukkan dampak dari transaksi yang 
dihasilkan dari arus kas di luar periode akuntansi berjalan;
b. Tidak dapat memenuhi kebutuhan akan informasi tentang asset dan 
kewajiban, serta akibat dari penggunaan, transaksi pertukaran, dan utang-
piutang;
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c. Berfokus semata-mata hanya pada arus kas dan mengabaikan arus sumber 
daya lain yang kemungkinan juga mempengaruhi kemampuan pemerintah 
untuk memberikan barang dan jasa pada saat ini dan pada masa yang akan 
datang;
d. Akuntabilitas hanya terbatas pada penggunaan kas (BPK, 2009:47).
2. Basis akrual (accrual basis).
Akrual adalah proses akuntansi yang mengakui peristiwa dan kejadian 
non-kas pada saat peristiwa dan kejadian tersebut terjadi. Dalam buku 
Intermediate Accounting: IFRS Edition, Kieso, menyatakan “accrual-basis 
accounting is a system that recognize revenue when it is earned and expenses in 
the period incurred, without regard to the time of receipt or payment of cash”. 
Sementara itu, dalam IPSAS 1 – Presentation Of Financial Statements, 
menyatakan
Accrual basis means a basis of accounting under which trtansactions and 
other events are recognized when they occur (and not only when cas or 
its equivalent received or paid). Therefore, the transactions and events 
are recorded in the accounting records and recognized in the financial 
statements of the periods to which they relate. The elements recognized 
under accrual accounting are assets, liabilities, net assets/equity, revenue 
and expenses. (IPSAS 1, 2000:6).
Dalam PSAP 01 PP 71/2010 Lampiran I, dijelaskan bahwa 
basis akrual berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk 
memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di 
Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan 
beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai 
kekayaan bersih telah terpenuhi walupun kas belum dikeluarkan dari 
Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.... 
Neraca yang dihasilkan dengan menggunakan basis akrual mengakui adanya 
piutang dan pembayaran di muka yang timbul karena adanya hak tagih atas 
uang dan barang/jasa, aktiva tetap, investasi jangka pendek/jangka panjang, 
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maupun aktiva lainnya; utang dan pendapatan ditangguhkan yang timbul karena 
adanya kewajiban untuk menyerahkan uang dan barang/jasa.
Dalam Government Finance Statistics Manual dinyatakan bahwa alasan 
penggunaan akuntansi berbasis akrual adalah memberikan kesamaan antara 
waktu pencatatan dengan waktu saat aliran sumber daya masuk secara aktual, 
sehingga basis akrual memberikan estimasi terbaik pada pengaruh 
makroekonomi kebijakan fiskal pemerintah. Selain itu, basis akrual memberikan 
informasi paling komprehensif karena semua arus sumber daya dicatat termasuk 
transaksi internal, transaksi natura (in-kind) dan arus ekonomi lainnya. Di 
samping keuntungan dari basis akrual tersebut, penerapan basis akrual lebih 
sulit dibandingkan dengan basis-basis lainnya dan akan membutuhkan lebih 
banyak estimasi (IMF, 2001:29).
3. Basis kas modifikasian (modified cash basis).
Hiltebeitel  (1992)  dalam  A  look  at  the modified cash basis
mengatakan: “The modified cash basis is a hybrid method such combines 
features of both the cash basis and the accrual basis. Modifications to the cash 
basis accounting  include  such  items  as  the  capitalization  of  assets  and  the  
accrual  of income taxes”. Laporan  keuangan  berbasis  kas modifikasian 
menggunakan  kombinasi dasar kas dan dasar akrual pelaporan keuangan. 
Laporan keuangan  ini melaporkan  semua akun  dari  transaksi  tunai  dan  
ditambah  modifikasi  yang  diadopsi.  Konsep dasar panduan  dalam  basis  kas  
modifikasian  adalah  secara  logis  konsisten  dengan memperlakukan  akun  
yang  saling  terkait, seperti  penjualan  dan  pembelian,  atas dasar yang sama 
dalam laporan keuangan. Dalam basis ini, pencatatan dilakukan pada saat  
transaksi  kas  terjadi  dan  penyesuaian  dilakukan  pada  akhir  periode  untuk 
transaksi  nonkas  (BPK, 2009:50). 
24
4. Basis akrual modifikasian (modified accrual basis).
Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis 
kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk 
sebagian besar transaksi.  Pembatasan  penggunaan  akrual  dilandasi  pada  
pertimbangan  kepraktisan. Martin & West  (2003:10) menyatakan: “modified 
accrual method  states  that  revenue will  be  recorded  when  they  are  
“susceptible  to  accrual”  or “measurable  and available”.  Fokus  pengukuran  
dalam  basis ini  pada  current financial resources adalah kas dan akun  lainnya 
yang dapat dijadikan kas dalam satu periode operasi normal  (Granof, 2001:119).
5. Basis kas menuju akrual (cash towards accrual).
Dalam basis ini laporan keuangan pemerintah menggunakan basis kas 
untuk pengakuan  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan.  Pendapatan  atau  
penerimaan pembiayaan diakui dan dicatat pada saat diterima oleh Kas Umum 
Negara dan belanja atau pengeluaran pembiayaan diakui dan dicatat pada  saat 
kas dikeluarkan dari Kas Umum  Negara, sedangkan  basis  akrual  digunakan  
untuk  akun-akun  pada  neraca, seperti asset, kewajiban, dan ekuitas dana. 
Dalam basis  ini, pengakuan dilakukan pada saat terjadinya transaksi atau pada 
saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, 
bukan pada saat kas diterima atau  dibayar. (Widjajarso et al, 2006:121).
2.1.7 Komponen-Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis 
Akrual yang Berlaku di Indonesia
Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan 
berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) 
dan laporan finansial, sehingga keseluruhan komponen menjadi sebagai berikut.
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1. Laporan Realisasi Anggaran.
Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan 
pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. 
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran 
dan realisasinya dalam satu periode pelaporan, sehingga Laporan Realisasi 
Anggaran ini dapat dikatakan menggunakan basis kas dalam pelaksanaannya. 
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif 
dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
a. Saldo Anggaran Lebih awal
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun berjalan
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, 
e. Lain-lain, 
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.
Selain itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari 
unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
3. Neraca.
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 
mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca 
menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
a. Kas dan setara kas,
b. Investasi jangka pendek, 
c. Piutang pajak dan bukan pajak, 
d. Persediaan,
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e. Investasi jangka panjang,
f. Asset tetap,
g. Kewajiban jangka pendek,
h. Kewajiban jangka panjang,
i. Ekuitas.
Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca jika 
Standar Akuntansi Pemerintah mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu 
untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.
4. Laporan Operasional.
Laporan finansial mencakup Laporan Operasional (LO) yang menyajikan 
pos-pos sebagai berikut:
a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional,
b. Beban dari kegiatan operasional,
c. Surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional, bila ada,
d. Pos luar biasa, bila ada,
e. Surplus/defisit-LO.
Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional 
suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau 
klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
5. Laporan Arus Kas.
Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, 
perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan 
setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan 
berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
6. Laporan Perubahan Ekuitas.
Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
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a. Ekuitas awal,
b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan,
c. Koreksi-koreksi yang berlangsung menambah/mengurangi ekuitas, yang 
antara lain berdampak kumulatif yang disebab kan oleh perubahan kebijakan 
akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar,
d. Ekuitas akhir.
Selain itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari 
unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan 
atas Laporan Keuangan.
7. Catatan atas Laporan Keuangan.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi umum 
tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, informasi tentang kebijkan 
fiskal/keuangan dan ekonomi makro, ikhtisar pencapaian target keuangan 
selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam 
pencapaian target, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 
kebijakan-kebijakan akuntansinya, serta rincian dan penjelasan masing-masing 
pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Selain itu, CaLK juga 
menyajikan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintah dan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, 
yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
2.2 Tinjauan Empiris
Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait penerapan standar pada 
suatu entitas yang menjadi acuan peneliti. Pertama penelitian yang dilakukan 
oleh Mastan et al. (2015). Model penelitian yang digunakan dalam penelitian 
tersebut adalah kualitatif deskriptif yang berasal dari data primer dan sekunder 
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yaitu kuesioner yang dibuat sendiri, wawancara, dan review atas dokumen –
dokumen. Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa dari 19 (sembilan 
belas) cabang Ethiopian Banks, hanya 9 (sembilan) cabang yang telah 
menerapkan IFRS pada laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan rendahnya 
pendidikan dan pengalaman, tidak memiliki kapasitas teknis berkaitan dengan 
manajemen keuangan, kurangnya pemahaman teknologi informasi, perlunya 
perubahan hukum pajak, tidak terdapatnya institusi yang mengarahkan untuk 
penerapan IFRS, dan tidak adanya rencana yang bagus dalam 
mengimplementasikan IFRS pada Ethioplian Banks.
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Widiastutik et al. (2015), model 
penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa Unit Bisnis Griya Brawijaya Universitas 
Brawijaya dalam penyusunan laporan keuangannya telah menerapkan PSAK 45 
dan PMK No. 76/PMK.05/2008.
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Firdaus et al. (2015), penelitian ini 
dirancang sebagai penelitian deskriptif evaluatif yang bersumber pada data 
primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2013. Berdasarkan
hasil analisis, penelitian ini menemukan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) Kab. Nganjuk belum sepenuhnya menerapkan PP 71/2010 berbasis 
akrual. Dalam menyusun LKPD, basis akuntansi yang digunakan adalah basis 
akuntansi kas menuju akrual (Lampiran II PP 71/2010).
Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nasir dan Sululing (2015), model 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penilitian adalah Bank 
Syariah Mandiri Cabang Luwuk telah menerapkan pembiayaan yang 
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operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah. 
Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Suryanti et al. (2015), 
menggunakan model penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil 
penelitian menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan koperasi primer di 
primer di eks Karesidenan Banyumas sebagian besar belum sesuai dengan 
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). 
Faktor-faktor yang menyebabkan penyajian laporan keuangan koperasi primer di 
eks Karesidenan Banyumas belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) antara lain penggunaan software 
akuntansi, kurangnya sosialisasi atau pelatihan akuntansi koperasi oleh 






Penelitian ini menggunakan penelitian dengan model penelitian kualitatif 
deskriptif. Penelitian model kualitatif deskriptif adalah penelitian yang 
mengungkapkan tentang situasi atau variabel yang sesuai dengan keadaan dan 
fakta-fakta yang ada pada saat penelitian ini dilakukan. Model deskriptif 
umumnya berhubungan dengan opini atau penilaian (individu, kelompok atau 
organisasi) dalam kejadian atau prosedur. Dalam penelitian ini variabel-
variabelnya tidak dimanipulasi atau dikenakan perlakuan.
Sesuai dengan Sukmadinata (2006) bahwa metode penelitian deskriptif 
adalah bentuk penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan fenomena yang 
ada, baik fenomena alamiah ataupun fenomena buatan manusia. Fenomena 
yang terjadi bisa berupa bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, 
kesamaan serta perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang 
lain.
3.2 Kehadiran Peneliti
Peneliti berperan sebagai pengamat penuh atau observasi nonpartisipan
Dalam observasi nonpartisipan, peneliti tidak terlibat secara lagsung dalam aksi 
pelaku, tetapi mengobservasi dari sudut pandang orang luar (Sekaran dan 




Penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten Manokwari Provinsi Papua 
Barat. Pemilihan lokasi penelitian karena berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan 
BPK semester 1 Tahun 2016 Kabupaten Manokwari selalu mendapatkan opini 
Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) pada Tahun 2011-2014. Sedangkan 
pada tahun 2015 Kabupaten Manokwari mendapatkan opini Wajar Dengan 
Pengecualian. 
3.4 Jenis dan Sumber Data
a. Data primer
Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara, yaitu terdiri dari jawaban 
informan atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah penelitian 
yaitu penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun 
Anggaran 2014 dan 2015.
b. Data Sekunder
Data sekunder berupa dokumen-dokumen secara umum yang berkaitan 
dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten 
Manokwari berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun 
Anggaran 2014 dan 2015 serta dokumen lainnya yang mendukung penyusunan 
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2014 
dan 2015. 
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi data primer dan 
data sekunder :
a. Teknik Pengumpulan Data Primer
Dalam penelitian ini data diperoleh dengan cara-cara sebagai berikut.
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1) Wawancara mendalam (in depth interview), yaitu mendapatkan data dengan 
cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan narasumber dari Dinas 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari serta Inspektorat 
Kabupaten Manokwari.
2) Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. 
Dalam penelitian ini, peneliti mengobservasi Pemerintah Kabupaten 
Manokwari.
b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer. 
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain.
a) Studi Kepustakaan
Yaitu pengumpulan data-data dengan cara mempelajari, mendalami dan 
mengutip teori-teori dan konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, 
majalah, koran ataupun karya tulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian 
penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam laporan keuangan 
pemerintah daerah.
b) Dokumentasi
Memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, foto, rekaman atau benda-benda lain 
yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti. Dokumen-dokumen tersebut 
diambil langsung dari lokasi penelitian yaitu di Pemerintah Kabupaten 
Manokwari.
3.6 Analisis Data
Analisis data dilakukan menggunakan analisis interaktif seperti yang 
dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Dimana komponen reduksi data dan 
sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah 
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data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, 
penarikan kesimpulan) saling berinteraksi.
3.7 Pengecekan Validitas Temuan
Penelitian ini mengguankan metode kualitatif deskriptif. Untuk menguji 
keabsahan data, digunakan empat cara untuk menguji keabsahan data yang 
telah diperoleh dari lapangan yaitu Uji Kredibilitas Data, Uji Dependability, dan 
Confirmability.
3.7.1 Uji Kredibilitas
Uji kredibilitas data dilakukan peneliti dengan triangulasi. Triangulation is 
qualitative cross – validation . its assesses the sufficiency of the data according 
to the convergence of multiple data sources or multiple data collection 
procedures (william wiersma, 1986). Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas 
data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 
teknik yang berbeda. Data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan 
observasi dan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik  pengujian kredibilitas data 
tersebut, menghasilkan data yang berbeda beda, maka peneliti melakukan 
diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk 
memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, 
karena sudut pandangnya berbeda – beda.
3.7.2 Uji Dependability
Uji dependability dalam penelitian kuantitatif dikenal dengan reliabilitas. 
Adanya data dari observasi langsung dan menghasilkan foto dan informasi pada 
masing-masing sumber data yang diteliti dan datanya konsisten antar informan, 
menunjukkan telah dilakukan uji ketergantungan. Selain itu bukti penelitian yang 
lain yang didapat dari lapangan adalah beberapa rekaman audio hasil 
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wawancara dengan informan, hal ini juga menunjukkan bahwa telah dilakukan uji 
ketergantungan.
Keterangan hasil wawancara, direkam dalam bentuk audio dan transkrip, 
selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap dokumen laporan audit BPK, lalu 
tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan. Selain itu untuk menguji 
ketergantungan ini, juga dilibatkan bantuan pembimbing skripsi untuk mengaudit 
keseluruhan proses penelitian.
3.7.3 Uji Confirmability
Uji confirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya 
dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji confirmability berarti menguji hasil 
penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Dalam mendapatkan data 
dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan tahapan atau proses yang 
berurutan. Proses awal dilakukan observasi langsung di lokasi sumber data. Hal 
ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan aktivitas 
akuntansi. Setelah itu dilakukan wawancara pada tiap-tiap informan yang 
dijadikan sumber data. Informan yang dijadikan sumber data di dalam menjawab 
pertanyaan ini juga diperhatikan kekonsistenannya antar informan yang berbeda 
di dalam menjawab pertanyaan yang hampir sama.
Selain itu juga dilakukan studi dokumen laporan hasil audit BPK Tahun 
2014 dan 2015. Keterangan tersebut yang dijadikan dasar untuk menarik 
kesimpulan. Hal ini mengindikasikan bahwa uji confirmability telah dillakukan.
3.8 Tahap – tahap Penelitian
Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
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a. Tahap Orientasi (persiapan penelitian)
Tahap ini dilakukan sebelum merumuskan masalah secara umum. 
Masalah yang dimiliki oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap, 
kompleks dan dinamis. Peneliti hanya berbekal dari pemikiran tentang 
kemungkinan adanya masalah yang layak diungkapkan dalam penelitian ini.
b. Tahap Eksplorasi
Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural 
setting (kondisi yang alamiah). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 
dengan cara:
1) Wawancara dengan narasumber di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari dan Inspektorat Kabupaten 
Manokwari.
2) Observasi langsung aktivitas akuntansi di Pemerintah Kabupaten Manokwari.
3) Menelaah teori-teori yang relevan.
Setelah seluruh data yang telah terkumpul melalui wawancara, observasi dan 
dokumentasi diidentifikasi, data dianalisis sesuai dengan tujuan yang ingin 
dicapai.
c. Tahap penyusunan laporan hasil penelitian
Pada tahap ini dilakukan pengecekan terhadap hasil penelitian agar 
laporan hasil penelitian kredibel. Untuk menguji kredibilitas data digunakan 
triangulasi teknik. Setelah data dianggap kredibel, data disajikan melalui proses 






Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan 
beberapa hal sebagai berikut.
a. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun 
Anggaran 2014 belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 
b. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 
2015 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, namun masih 
terdapat catatan pada Kas di Bendahara Pengeluaran dan Aset Tetap 
Peralatan dan Mesin.
c. Faktor kegagalan penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten 
Manokwari Tahun Anggaran 2014 sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan 
adalah penatausahaan aset tetap yang tidak tertib, kurangnya pemahaman 
terkait Standar Akuntansi Pemerintah, Masih kurangnya dukungan teknologi 
informasi, dan kondisi sosial dan budaya masyarakat Papua.
d. Faktor keberhasilan Pemerintah Kabupaten Manokwari untuk menyajikan 
laporan keuangan tahun anggaran 2015 adalah memperbaiki pentausahaan 
aset tetap, meningkatkan dukungan teknologi informasi, menyelenggarakan 
pelatihan, dan adanya komitmen pimpinan.
5.2 Saran
Berdasarkan pengamatan dan analisa yang telah dilakukan, adapun 
saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut.
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a. Bagi Pemerintah Kabupaten Manokwari dapat disarankan hal-hal sebagai 
berikut.
1) Menyusun Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Aset Daerah.
2) Mengintegrasikan secara real time Aplikasi pengelolaan keuangan yang 
ada di Bendahara Umum Daerah dengan SKPD dan kas daerah di Bank 
Papua.
b. Terkait dengan penelitian-penelitian selanjutnya, dapat disarankan hal-hal 
sebagai berikut:
1) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek daerah yang 
mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk mendapatkan 
gambaran yang lebih jelas mengenai faktor yang mempengaruhi 
implementasi Standar Akuntansi Pemerintah pada penyajian laporan 
keuangan pemerintah daerah.
2) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek dari instansi vertikal 
untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor yang 
mempengaruhi implementasi Standar Akuntansi Pemerintah pada 
penyajian laporan keuangan pemerintah pusat.
3) Penelititan sejenis selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan 
pengembangan kasus selain yang telah dibahas dalam penelitian ini.
5.3 Keterbatasan 
Keterbatasan dari penelitian ini adalah peneliti tidak dapat mengobservasi 
langsung proses pembuatan laporan keuangan Tahun 2014 dan 2015 yang 
dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Manokwari sehingga peneliti tidak dapat 
memastikan kesesuaian hasil wawancara dengan proses pembuatan laporan 
keuangan hingga laporan tersebut telah disusun. Selain itu banyak pegawai baru 
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dimutasi ke Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah pada tahun 2017 
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Transkrip wawancara
Narasumber: Rode Efara, S.E. (Kabid Perbendaharaan BPKAD Kab. Manokwari)
Keterangan: A: Penulis & B: Narasumber
A: Mungkin pertama sebagai pembukaan, Ibu menjabat di keuangan 
manokwari sebagai kabid akuntansi?
B: Iya.
A: Dari tahun berapa?
B: Dari 2011 tanggal 30 Mei sudah dilantik sebagai kepala bidang akuntansi 
(dan perbendaharaan) sampai dengan 2017 bulan april, kita kemarin 
dilantik kembali, jadi rubah nama. 
A: Karena?
B: Karena ada,
A: Undang - Undang baru terkait OPD itu ya bu?
B: Iya karena ada UU terkait OPD jadi kita dari dinas turun jadi badan terus 
nama bidang ini (akuntansi dan perbendaharaan) diganti dengan 
perbendaharaan karena ada satu bidang (baru), bidang akuntansi jadi 
dilantik kembali
A: Mungkin selanjutnya di 2014, Kab. Manokwari sendiri atas laporan 
keuangannya mendapatkan opini disclaimer dari BPK nah itu kondisinya 
seperti apa sih bu waktu di tahun 2014 sendiri laporan keuangannya. 
Masalah – masalah apa aja yang berat terkait dengan hal ini?
Lampiran 3: Transkrip Wawancara Narasumber 1
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B: Kalau kita melihat laporan keuangan saat ini sejak 2009 memang pernah 
WDP satu kali. Nah setelah itu turun kembali disclaimer sampai dengan 
2015. 2015 baru naik kembali menjadi WDP. Di situ kita lihat bahwa yang 
paling berat untuk laporan keuangan memang pertama aset, mengenai 
aset pemerintah daerah entah itu dari SKPD terus dari Pemda sendiri 
yang dikelola oleh BPKAD itu yang dari tahun ke tahun saldo akhir (yang 
menjadi) Saldo awal (pada tahun anggaran berikutnya) terbawa terus itu 
yang mempengaruhi. Kedua itu dari kas di bendahara pengeluaran. 
Kemudian sumber – sumber belanja yang tidak sesuai pos – pos rekening 
belanja. Mas kan bisa tau kalo misalnya belanja ATK digunakan untuk 
pos lain ya seperti itu penempatan belanjanya tidak sesuai.
A: Permasalahan terkait aset, mengapa selalu terbawa setiap tahun?
B: Kalau secara keseluruhan aset ini kan, sejak 2009 kita Pemda 
menggunakan konsultan dari Makassar nah ini yang saldo setelah saldo 
akhir, dari saldo awal 2009 ke 2010 ini yang putus tidak nyambung. Nah 
itu kan yang dari dulu – dulu masih terbawa sampai 2014. Kemudian 
setelah masuk ke daerah pemekaran sejak 2001 yang pemerkaran 
wondama, bintuni terbawa lagi asetnya, pencatatannya belum jelas mana 
yang sudah diserahkan ke kabupaten baru. Ini yang aset ini.
A: Hal tersebut yang menyebabkan pemaslahan terkait aset ini terbawa 
terus setiap tahun ya bu?
B: Iya terbawa terus pencatatannya tidak jelas
A: Kalau yang tadi terkait anggaran yang tidak sesuai peruntukannya kalau 
ibu lihat karena kurangnya pemahaman atau seperti apa bu?
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B: Kalau kita mau melihat secara global itu pertama kondisi (sosial dan 
budaya), mas sendiri tahu kondisi Papua ini berbeda dengan di Jawa. 
Misalnya desakan masyarakat yang kadang (sulit dihindari) seperti 
bansos. Bansos seharusnya di bansos bantuannya ini, tapi kalo ini harus 
perlu cepat dia lari ke bendahara dinas. Kalo belanja yang tidak sesuai ini 
di skpd yang lain tidak terlalu ini (sering) tapi kalo di DPPKAD ini sering. 
Jadi kalo saya sepintas membaca LKPD setiap ini, saya hanya melihat 
tidak tahu mengapa dari situ ada BPK menyatakan kesalahan yang 
terulang – ulang. Sebenarnya kesalahannya sudah dikasih tahu tapi nanti 
terulang lagi. Itu pertama terus yang kedua ya mungkin saya kira 
bendahara seharusnya sudah tahu ya tapi ya begitu kondisi daerah 
seperti itu.
A: Terus mungkin 2014 dan sebelumnya sudah selesai. Di tahun 2015 
sudah mulai ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Upaya – upaya apa 
saja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Manokwari untuk 
meningkatkan statusnya dari disclaimer menjadi WDP.
B: Nanti yang saya jawab di sini secara global. Karena laporan keuangan 
selalu dibuat dari (bidang) verifikasi kemudian didampingi oleh  bapak –
bapak dari BPKP jadi yang nanti terperinci mas Welly yang jelaskan. Jadi 
saya hanya secara global saja saya lihat di sini ada peningkatan  
terutama karena 2015 kemaren teman-teman bapak – bapak dari bpkp 
dan bpk. Kemarin tim bpk yang kemarin saya lihat memang lebih proaktif 
sampai turun ke yang mengenai aset ini, beliau ke disitu lihat di dinas 
sosial kan ada asrama kemudian ada belanja listrik dan segala macam, 
nah dia pergi langsung ke lapangan langsung cek karena aset pemda 
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dimana-mana itu dia langsung ke sana. Terus ada tim dia khusus untuk 
apa namanya aset ini dari teman – teman dari inspektorat. Inspektorat ini 
bentuk tim
A: Untuk terkait aset ini?
B: Iya untuk penyelesaian aset. Jadi mulai sejak tahun 2015 itu, tim ini, 
mereka berhasil jadi sudah bisa mendapatkan saldo awal ini. Nah dari situ 
yang mereka memang kemarin itu kerja keras dari tim ini yang bisa aset 
dan jumlah yang sekian ratus milyar itu bisa berkurang. Mana yang bisa 
barangnya ada mereka langsung cek, cek ke lokasi. Ooh ada barangnya 
yang tidak ada mereka bisa hilangkan dengan cara (penghapusan) 
akhirnya bisa mendapatkan terus itu dari aset. Kemudian kas ini, kas ini 
kan kita sejak 2013 kan mulai gunakan simda ini, kita setiap awal tahun 
ini memberikan UP kepada semua SKPD. Sisa kas di bendahara 
pengeluaran itu ada SKPD yang waktu itu belum paham tentang dana UP 
ini. Nah itu yang mulai 2014 itu belum terlalu paham. Nah di 2015 mulai. 
2013 (dan) 2014 itu banyak sisa kas. Setelah 2015 mulai berusaha 
sehingga 2015 itu hampir semua itu di SKPD itu tidak ada sisa kas di 
bendahara pengeluaran.
A: Tadi terkait tim inventarisasi penyelesaian aset tadi  bu. Awal 
terbentuknya itu apakah Inisiatif dari bupati kah atau seperti apa 
sebelumnya. Jadi sebelum pembentukan tim inventarisasi aset mengapa 
baru tahun 2015 terbentuknya?
B: Itu kita selalu dengan Bapak Inspektur. Itu beliau ini yang biasa tindak 
lanjut temuan dari tahun ke tahun. Jadi tahun 2014 itu dari inspektorat 
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mulai timbul permohonan itu. Terus kita ada pertemuan dengan Pak 
Bupati baru kita bentuk tim itu.
A: Isinya dari inspektorat semua ya bu timnya?
B: Iya
A: Mungkin di tahun 2015 kan selain peningkatan ini. Di tahun 2015 ini 
dibilang cukup sulit membuat laporan keuangan karena basisnya akrual 
penuh kan bu. Nah ini kalo misalnya ibu melihatnya apakah betul basis 
akrual penuh itu bisa lebih sulit kah atau (bagaimana) daripada 
sebelumnya yang basis kas menuju akrual itu bu. Mungkin secara umum 
saja bu apa kendala-kendalanya dalam penerapan basis akrual. Kan di 
tahun 2015 itu kan baru ada laporan operasional dan laporan perubahan 
ekuitas.
B: Akrual ini yang saya belum ikut materi tentang ini yang berbasis akrual ini 
jadi saya susah untuk menjelaskan perbedaan antara apa
A: Kas menuju akrual 
B: Iya dengan yang menggunakan akrual ini
A: Jadi selama ini untuk penyusunan laporan keuangan yang sebelumnya itu 
karena dibantu dengan aplikasi simda tadi makanya ibu bisa jadi lebih 
mengerti dengan akuntansi akrual itu walaupun ibu secara teknis belum 
terlalu mengerti.
B: Iya belum terlalu 
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A: Tapi dengan bimbingan dari tim bpkp dan adanya aplikasi bisa terbantu 
mungkin saya bisa simpulkan seperti itu bu atau bagaimana?
B: Iya kalau secara umum dengan adanya aplikasi ini dia sangat membantu 
untuk bisa menyusun laporan keuangan ini
A: secara ini sebenarnya antara kendala-kendala perubahan format 
sebenarnya kurang lebih sama 2014 dan 2015 itu formatnya berubah 
karena adanya tambahan laporan operasional dan laporan perubahan 
ekuitas itu terbantu dengan aplikasi tadi ya bu
B: Iya, makanya saya biasa sering sampaikan di bidang akuntansi, saya 
bilang teman – teman ini setiap tahun kita ada pendampingan dari bapak 
– bapak dari bpkp itu harus ikuti supaya jangan kita setiap tahun ada 
pendampingan – pendampingan terus
A: (Harus) ada transfer pengetahuan
B: Iya, transfer pengetahuan supaya kita jangan kerjanya seperti. Ya 
memang kita di keuangan ini banyak yang belum paham. Banyak yang 
belum mengikuti kegiatan bimbingan teknis
A: Di tahun 2015 sendiri itu tapi pernah dilakukan kan bu bimbingan teknis  
terkait akrual itu
B: Memang ada undangan dari (bidang) verifikasi dan akuntansi mereka 
yang sudah ikut. Dari bpkp pusat yang mereka pernah ikut. 
Mas welly, siapa yang pernah ikut disana satu minggu itu dari bidang 
veifikasi itu tahun 2015 itu sama pak nazar.
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A: Setelah mengikuti bimtek yang perwakilan dari Pemerintah Kabupaten 
Manokwari menyampaikan ga ke teman – teman lain yang kebetulan tidak 
ikut
B: Itu dari bidang waktu itu masih di sini (bidang) akuntansi di sana (bidang) 
verifikasi itu mereka ada kegiatan sih di bidangnya mereka jadi mereka 
kerja sama dengan teman apa dari BPKP pusat jadi kegiatannya disana 
jadi bagi dua gelombang. Satu – satu minggu disana tidak semua 
tinggalkan ruangan jadi begitu langsung dengan BPKP pusat. Jadi kita 
yang bidang lain makanya yang berbasis akrual saya juga masih buta.
A: Kalau misalnya yang basic-nya akuntansi sendiri banyak ga sih bu kalau 
di keuangan Manokwari khususnya
B: Bagaimana?
A: basic pendidikannya, latar belakang pendidikannya
B: Latar belakang pendidikannya sendiri sih campur di sini
A: Kalau akuntansi sendiri?
B: Paling 2-3  orang
A: Bisa dihitung dengan jari ya bu?
B: Iya
A: Kalau bendahara – bendahara di SKPD itu sama juga ya bu?
B: Sama juga bendahara di skpd itu campuran pendidikan latar 
belakangnya. Akuntansi ini jarang sangat kurang
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A: Kalau secara global di Pemkab Manokwari?
B: Itu bisa dihitung dengan jari. Ada juga paling itu D3. Kaya di sini juga tapi 
D3 itu semua umum.
A: Kan kalau kita misalnya kita melihat. Kebanyakan Pemda bahkan kalo di 
Sulsel kalo saya ambil contoh Tana Toraja itu sebelumnya wdp dan wtp 
ternyata di 2015 jadi disclaimer tiba – tiba, nah itu mungkin makanya saya 
melihat Manokwari sebelumnya disclaimer malah naik ini, anomali ini 
daripada kab-kab Indonesia lainnya. Kan di 2015 sebenarnya lebih sulit, 
kalau dilihat tingkatannya basis akrual itu sangat sulit bahkan kalau 
misalnya dalam penyusunan laporan keuangannya.
B: Kita ini memang manokwari ini kota tertua tapi saya juga kadang hanya 
2009 itu saja yang mendapat WDP.
A: selama ibu menjabat ya?
B: iya.
A: Sebelumnya (bagaimana kondisinya bu)? 
B: Sebelumnya disclaimer terus sampai 2009 itu yang WDP satu kali itu. 
Terus dari 2009 ke 2010 asetnya ini yang putus yang pake konsultan dari 
Makassar itupun tidak tahu, akhirnya putus disitu lagi sampai susah untuk 
dapatkan saldo awalnya ini yang susah
A: ketemu lagi di tahun 2015 baru terselesaikan
B: Akhirnya tahun berjalan 2015 itu sejak bulan November, Desember itu 
dari teman – teman di Inspektorat, Pak Inspektur sendiri Pak Sesa 
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sampaikan kita bentuk tim. Mulai kerjasama dari bapak-bapak BPKP. 
Akhirnya bisa dapat 2015 itu bisa dapat itu.
A: Berarti itu juga kalau kita bisa lihat sebenarnya bukan hasil dari satu 
tahun itu saja proses perbaikannya itu udah dari tahun 2014 2013 jadi 
bukan hanya tahun 2015 proses perbaikannya.
B: Iya
A: Kalau misalnya ini terkait masalahnya aset, aset, dan aset sebenarnya 
kalau dari pemda sendiri paling kesulitan terkait aset itu apa sebenarnya 
bu sampai sekarang. Kebanyakan masalah aset itu apa. Tadi kan kalo 
disebutkan sama ibu banyak yang tidak ada asetnya, sebelumnya itu 
seperti apa memang (pengelolaan) asetnya?
B: Itu penataan arsipnya ini yang tidak tertib jadi sebenarnya banyak sih 
kaya tanah – tanah ini. Seperti tanah pemda yang belum terinvetarisir. 
Kemudian bayar ya sudah tau kondisi ini, bayar sebenarnya sudah lunas 
terus dianggarkan lagi, orang tuanya sudah meninggal terus anaknya 
datang lagi begitu.
A: Mungkin sudah cukup dari saya bu
B: Nanti faktor –faktor yang lebih terperinci lagi bisa ditanya ke tim 
pendamping yang telah dua tahun berturut-turut, mas Welly
A: Iya nanti selain ke tim pendamping saya rencana juga mewawancarai 
pihak inspektorat karena inpektorat tugasnya mereview laporan 
keuangan.
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Transkrip wawancara
Narasumber: Eko Arief Susetyo, S.H. (Sekretaris Inspektorat Kab. Manokwari)
Keterangan: A: Penulis & B: Narasumber
A: Sebelumnya saya mendapat informasi awal dari laporan BPK kalau Kab. 
Manokwari ini sebelum Tahun (Anggaran) 2015 mendapatkan opini 
disclaimer ya pak?
B: Betul.
A: Mungkin saya mau minta tanggapan dari kacamatanya inspektorat 
manokwari ini sebenarnya masalah apa sih di sebelum Tahun (anggaran) 
2015 mengapa Manokwari bisa disclaimer. Masalah – masalah besar dan 
kendala – kendalanya seperti apa?
B: Jadi kalau kita bercerita tentang laporan keuangan kita sehingga tidak 
diyakini dan opininya seperti itu mas, itu memang kita sedang berusaha 
terutama tentang aset, itu yang paling pokok. Dimulai dari Tahun 2013, 
2013 itu setelah kami berdampingan kalau tidak salah dengan BPKP itu 
baru ada titik temu untuk menyelesaikan tentang aset itu berdasarkan 
data. Data yang dimiliki atau data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah 
berdasarkan produk daripada salah satu konsultan, ga tahu itu 
konsultannya saya lupa itu konsultan tahun 2009 sehingga data itulah 
oleh temen-temen di BPKP kita olah sedemikian rupa supaya bisa muncul 
adanya data – data aset yang belum tentu keberadaannya juga ini yang 
penting ada datanya dulu. Karena kita ketahui tahun 2009 itu sebenarnya 
adalah kita sudah ada nilai atau opininya itu adalah WDP. Itu tentang 
aset, terus kemudian masalah tentang keuangan sendiri, tentang kondisi 
Lampiran 5: Transkrip Wawancara Narasumber 2
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keuangan sendiri masih belum penatausahaannya belum maksimal juga 
terutama paling tidak itu di akhir – akhir tahun anggaran itu saldo kas ini 
masih tinggi. 
A: Kas di bendahara pengeluarannya?
B: Itu kalau melihat kondisi, nah ke dalamnya yang membuat kesulitan 
dalam pencatatan dan penatausahaannya ternyata teman – teman di 
keuangan sana itu, di dalam penatausahaannya itu mau dibilang tidak 
tertib tapi ya apakah seperti itu. Rekonnya itu, rekonsiliasinya itu tidak 
tertib jadi harusnya setiap hari itu sudah connect antara kas di BUD atau 
mungkin di mana – mana istilahnya harusnya sebenarnya connect tetapi 
ternyata rekon itu tidak dilakukan, itu yang membuat kita ini juga kadang –
kadang harus bekerja keras untuk mulai dari situ sehingga kita bisa 
menemukan kondisi keuangan yang memang seperti itu. Yang paling 
penting memang itu adalah aset ketika itu mas begitu juga persediaan, 
saya kira mungkin kalau kita berbicara laporan keuangan kan tentang 
persediaan juga, penatausahaan barang pakai habis. (pengelolaan) 
Barang pakai habis itu juga belum, belum baiklah selama ini di setiap 
SKPD. Sampai tahun ini juga mas, sampai tahun anggaran 2016 pun 
kondisinya sebenarnya persediaan masih belum. Di Dinas Kesehatan 
terutama tapi kalau untuk SKPD – SKPD yang tidak menyimpan barang 
yang mempunyai batas waktu atau mungkin apa segala macam. 
Contohnya di Dinas Kesehatan ini rupanya ada barang – barang yang 
sebenarnya batas waktunya itu entah itu harus dimusnahkan atau 
mungkin harus bagaimana tekniknya di kebijakan akuntansinya nantinya. 
Kemudian di Rumah Sakit juga seperti itu. Tapi untuk SKPD – SKPD sih 
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masih tidak terlalu ini karena yang kemarin tahun 2016 yang disorot 
tentang persediaan. Jadi saya kira mungkin kondisi itulah yang pelan –
pelan istilahnya saya dengan teman – teman BPKP minta benar – benar 
pendampingan. Sebenarnya kita itu juga sadar mau tidak sadar lah itu kita 
menghendaki pendampingan tetapi nyatanya juga kondisinya di daerah 
ini masih harus benar – benar ya turun tangan juga kepada teman –
teman di BPKP ini. Mungkin bisa di(elaborasikan) lebih luas lah mas 
artinya kondisinya masih kaya begitulah.
A: Berarti di 3 hal itu kegagalannya hampir setiap tahunnya itu 
permasalahan masih terkait aset, kas, dan persediaan
B: Sampai kemaren, saya kemaren tahun 2016 itu saya tadi juga saya 
sampaikan sama pimpinan itu kemaren itu hampir saja kalau tidak karena 
teman – teman dari itu tentang saldo kas di bendahara itu sampai masih 
di dalam laporan keuangan kita karena memang sumber daripada yang 
memeberikan data kepada tim penyusun itu ya mau dibilang diambil 
mentah saja tanpa ini karena waktu yang sangat kejar mengejar dan itu 
tidak mempengaruhi neraca sebenarnya ya mas ya, tidak mempengaruhi 
neraca tapi nilainya cukup besar. Bayangkan saja saldo kas di bendahara 
pengeluaran besarannya sampai 7 M saldonya, nah gitu kalo itu tidak 
dibenarkan selesai sudah, di dana BOS. Itu kan hanya menyampaikan itu 
saja di dana BOS itu. Sebenarnya tidak mempengaruhi tetapi kan 
pemerintah daerah ini seperti itu. Kok ada uang begitu besar 7 M lho ini 
dari total 26 kita ndak tau ceritanya darimana berdasarkan laporan ini 
digunakan sebesar 
19 M jadi masih ada 7 M. Jadi kita itu di dalam CaLKnya itu ada saldo 
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sekitar 7 M di kas bendahara dana BOS. Jadi seolah – olah itu bahasa di 
dalam LK itu seperti itu, Alhamdulillah mas setelah teman – teman itu 
karena tidak mempengaruhi kita sudah melakukan komunikasi karena itu 
sumber data yang belum bisa dipercaya bisa diperbaiki ternyata nilainya 
tidak seperti itu dengan dibuktikan rekening Koran di 
masing – masing sBlah sehingga nilainya sampai ratusan juta juga tidak 
nyampe sehingga masih wajarlah istilahnya. Sehingga kita masih 
penilaiannya masih sama, kalau kita diketemukannya dari yang 
sebelumnya laporan itu saya kira kita sudah WTP mas.
A: Kalau aset itu selain yang tadi diceritakan dapat angka dari yang 2009 
itu?
B: 2009, iya.
A: Selain upaya itu untuk perbaikan asetnya untuk langkah – langkahnya 
untuk menemukan aset dari angka yang 2009 itu kan masih banyak yang 
belum bisa ditemukan itu ada upaya apa lagi dari pemda?
B: Pemerintah daerah sudah melakukan upaya – upaya dalam kurun waktu 
2 tahun mungkin berturut – turut lakukanlah inventarisasi. Inventarisir dulu 
barang yang ada di data dengan barang yang ada di lapangan itupun 
belum kita melihat fisiknya ada atau tidak. Baru uji dokumen terus terang, 
akhirnya mungkin tahun 2015 ya atau tahun 2016. Tahun 2015 kita 
lakukan teman – teman di SKPD turun tangan diketemukanlah contohnya 
saja di RSUD mas kalau kita lihat di RSUD itu barang yang begitu, 
namanya saja sudah mungkin yang pengelola sekarang di dalam daftar 
jenis barang yang sekarang di RSUD itu barang – barang inventarisasi. 
95
Contohnya dulu itu tempat tidur hanya bilang tempat tidur pasien kayu 
(atau) besi tapi sekarang itu sudah tidak ada kayu besi sudah tidak ada 
Cuma tipe sehingga juga alat – alat seperti itu. Gantungan infus itu 
sekarang namanya sudah apa kalau dulu itu namanya tiang gantungan 
infus sekarang barang – barang itu sudah akhirnya diperbarui. Saya minta 
masukan dari teman – teman pendamping BPKP memberi solusi tentang 
RSUD ini sekarang bagaimana secara ini apakah kita mencatat barang 
yang ada dulu apa yang ada sehingga pada saat kita dilakukan pengujian 
oleh BPK pada saat itu barang yang ada di satu ruangan sama dengan 
apa yang ada di dalam dokumen KIB jadi sudah mulai nyambung. Tapi 
sekarang masih ada temuan lagi tentang barang – barang itu belum ada 
nilainya, karena dokumen – dokumen pendukung asalnya itu juga kita 
ngga akan kita ketemu mas tapi barangnya ada.
A: Barangnya udah ada tapi dokumennya justru yang tidak ada
B: Catat dulu nanti bagaimana – bagaimana, jadi dimasukkan di daftar aset 
lainnya dulu ya. Nah jurnalnya bagaimana ya pak B tidak tahu
A: Kalau misalnya begitu bagaimana pemda dapat meyakini kalau itu
merupakan asetnya pemda?
B: Dari 2009 itu mas.
A: Jadi Cuma dari neraca di 2009 itu aja.
B: Jadi dari 2009 itu ndak boleh naik ndak boleh turun di olah oleh olah oleh 
saja begitu digodog terus begini diginikan lagi ada tambah. 2009 sistem 
keuangan daerahnya masih belum pakai simda apa segala macam ini. Itu 
begitu dibikin neraca, dimasukan membuat neraca, buat, jadi waktu itu 
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saya dengan pak B itu sudah memberi tahu terus supaya gunakan simda 
tetapi mereka masih ini terus begitu, masih memberontak terus pakai 
dengan yang ada dulu apa segala macem saya tidak tahu. Setelah tahun 
berapa baru mereka sadar memasukkan data aset mas itu gelondongan 
belanja yang ada dalam keuangan begitu bilang belanja modal masuk 
ditambahkan ke nilai aset yang lalu. Jenisnya darimana SKPDnya apa, 
SKPD tidak membuat laporan keuangan. Laporan keuangannya kan 
sebenarnya konsolidasi tetapi ternyata SKPD juga tidak mengerti. Nah 
sekarang secara gelondongan begitu di SKPD tahun berikutnya masih 
gelondongan juga. Beli mobil berdasarkan kontrak misalnya 1 M padahal 
di dalam itu ada mobil mungkin Hilux, mungkin ada Innova, mungkin ada 
Avanza, gelondongan semua blong seperti itu. Ini yang sekarang disuruh 
mencari satu per satu jenis kendaraannya apa saja sedangkan 
berdasarkan data yang ada dari Samsat nilai kendaraan kita begitu 
banyak jumlah kendaraan kita. Apalagi berbicara tentang aset ini nanti 
kita juga sudah dalam kerja sama dengan KPK juga terintregasi kita 
laporkan dipantau juga seperti itu nanti sudah ada langkah – langkah 
untuk percepatan untuk membuat aset ini lebih tertib.
A: Saya sudah baca juga kemarin laporan BPK itu sekitar 90% yang belum 
jelas di tahun 2015
B: Iya memang, habis dari kemaren dari sekitar sekian baru nilainya yang ini 
saja memang sangat ini mas, belum lagi kalau ada disesuaikan ininya 
sistem akuntansinya, penyusutannya berapa. Kendaraan saya itu 
mungkin sudah sekitar 6 tahun lebih, hampir 7 tahun apakah nilainya itu 
akan disesuaikan menyusut – menyusut. Kalau seandainya itu sudah 
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dimasukkan mas makanya kan kemaren ada isu sebenarnya manokwari 
ini  miskin. Nilainya itu tidak seperti berapa mas 21 kah, iya 21 T kah. 
Mungkin kecil sekali mas karena yang satu mansel punya belum kita 
serahkan, pegaf belum kita serahkan, bintuni barangkali itu harusnya kita 
teliti barang – barang itu
A: Karena terputus di 2009 itu ya pak, berarti itu termasuk Bintuni dan 
wondama pak?
B: 2009 itu kayanya ndak sih sebenarnya, pegaf barangkali itu. Tapi kan 
yang dicatat oleh konsultan itu harus kita petakan satu – satu memang
A: Terkait perubahan basis kan sebelumnya kas menuju akrual itu pak 
semenjak di tahun 2015 baru menggunakan basis akrual itu ga ada 
kesulitan pak permasalahan – permasalahan terkait perubahan basis itu 
dari pemda?
B: Sebenarnya kalau mau diinikan ya ada Cuma sementara ditutupi dengan 
teman – teman ini terus terang saja. Sebenarnya sih ada sebenarnya 
seharusnya.
A: Mungkin karena terbantu dari tim pendamping dan aplikasi?
B: Terus terang saja mas jadi tidak terasa sebenarnya,harusnya bagaimana 
teman – teman di keuangan terutama mau membuat itu tapi ya sekarang 
dengan adanya seperti ini kan akhirnya diketemukan dana – dana yang 
seharusnya, tadinya tidak pernah dikorek – korek. Contohnya dana BOS 
memang tidak mempengaruhi nilainya tapi kan di LO harus masuk, dulu 
ndak dimasukan tidak masalah. Nah sekarang umpamanya sekarang ada 
dana BOS, JKN, kemarin ini belum diangkat lho kita JKN. Kebetulan sih 
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bisa ceritakan datanya karena cuma 16 puskesmas. Tapi kalau sekolah 
ampun, SD nya sekian ratus SD masih harus memisahkan yang swasta 
dan negeri, SMPnya sekian. Sebenarnya terasa mas kalau mau dibilang 
itu tapi ya karena ada ini jadi mereka hanya cuek – cuek saja. 
A: sebenarnya kalau misalnya lihat. Ada beberapa kabupaten yang turunnya 
cukup drastis di perubahan dari basis kas menuju akrual ke basis akrual 
itu contoh Tana Toraja itu sebelumnya WTP ternyata di 2015 jadi 
disclaimer.
B: rekomendasikan suruh studi banding ke Manokwari, ke inspektorat 
Manokwari hahaha
A: terkait kas di bendahara pengeluaran itu, ada jadwal rekonsiliasi untuk 
dilakukan SKPD per berapa bulan?
B: tidak ada mas
A: jadi setahun sekali langsung rekonsiliasi?
B: apalagi kalau kita mau dibilang tertibnya mereka setiap bulan membuat 
spj saja belum tentu kalau saya bilang bagaimana mau ini (sinkron)kan 
antara itu (SKPD dan SKPKD). Terus kemudian yang aturan yang bahwa 
3 bulan sekali barangkali atasan langsung harus membuat berita acara 
penutupan kas, kalau semuanya ditertibkan semua disitu saya yakin. 
Disini kan masih seolah – olah, “biasanya tidak apa – apa,mas”. 
Contohnya yang tahun ini sekarang temuan saya dulu kasih pertanggung 
jawaban perjalanan dinas sekarang kan sudah at cost, “ah dulu tidak apa 
– apa”, nah sekarang setelah diangkat, bermasalah. 
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A: kalau dari persediaan tadi cuma bermasalah di Rumah Sakit dan Dinas 
Kesehatan?
B: Iya mas, jadi memang kami juga kalau tidak salah minta masukan dari 
bpkp untuk menjadi narasumber bagaimana teknik dalam membuat 
penatausahaan persediaan barang pakai habis. Itu bagaimana 
menggunakan FIFO maupun LIFO maupun apa segala macam terutama 
inspektorat itu semuanya bukan berasal dari orang – orang akuntansi 
sehingga kita harus mendapat masukan pengetahuan seperti itulah. Yang 
bisa kita teriakin, kayanya ke depan ini dengan pekerjaan dan anggaran 
yang tipis kita justru akan memanfaatkan belajar. Bisa ngga satu orang itu 
hanya sekedar mendengar mendampingi pada saat pak Eko lagi 
menyampaikan tentang biaya pertanggungjawaban perjalan, pak welly 
duduk disini “ooh bukan begitu pak” jadi begitu maksudnya bisa ngga 
mereka mendampingi kita mau konsultasi. Terutama nanti dengan teman 
– teman dari BPKP. Terutama nanti tentang pengelolaan keuangan, aset, 
sama penatausahaan.
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2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pendapatan Pajak Daerah 28,230,000,000.00 20,839,656,684.00 73,82 6,687,073,065,00
4 Pendapatan Retribusi Daerah 8,815,000,000.00 36,209,133,440.00 410,77 3,917,633,714,00
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan 
Kekayaan yang Dipisahkan
8,470,094,825.00 8,470,094,825.00 100,00 7,460,556,695,00
6 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 
yang Sah
4,300,000,000.00 4,784,295,635.50 111,26 1,779,975,182,74
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 49,815,094,825,00 70,303,180,584,50 141,13 19,845,238,656,74
8 PENDAPATAN TRANSFER
9 Transfer Pemerintah Pusat-Dana 
Perimbangan
10 Dana Bagi Hasil Pajak 43,547,283,542.00 16,984,886,887.00 39,00 87,081,268,431,00
11 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 
(Sumber Daya Alam)
55,666,394,706.00 47,255,517,341.00 84,89 74,273,807,449,00
12 Dana Alokasi Umum 426,037,888,000.00 426,037,888,000.00 100,00 614,096,216,000,00
13 Dana Alokasi Khusus 55,155,510,000.00 55,155,510,000.00 100,00 50,113,510,000,00
14 Jumlah Transfer Pusat-Dana 
Perimbangan
580,407,076,248,00 545,433,802,228,00 93,97 825,564,801,880,00
15 Transfer Pemerintah Pusat-
Lainnya
16 Dana Otonomi Khusus 164,197,500,355.00 164,928,542,653.00 100,45 134,908,545,457,00
17 Dana Penyesuaian 41,097,046,000.00 41,097,046,000.00 100,00 31,432,033,000,00
18 Jumlah Transfer Pemerintah 
Pusat-Lainnya
205,294,546,355,00 206,025,588,653,00 100,36 166,340,578,457,00
19 Transfer Pemerintah Provinsi
20 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 15,438,800,000.00 21,100,885,741.00 136,67 13,875,399,474,00
21 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Jumlah Transfer Pemerintah 15,438,800,000,00 21,100,885,741,00 136,67 13,875,399,474,00











23 JUMLAH PENDAPATAN 
TRANSFER
801,140,422,603,00 772,560,276,622,00 96,43 1,005,780,779,811,00
24 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG 
SAH
25 Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 60,720,552,00
28 JUMLAH LAIN-LAIN 
PENDAPATAN YANG SAH
0,00 0,00 0,00 60,720,552,00
29 JUMLAH PENDAPATAN 850,955,517,428,00 842,863,457,206,50 99,05 1,025,686,739,019,74
30 BELANJA
31 BELANJA OPERASI
32 Belanja Pegawai 356,999,654,629.42 367,629,780,056.39 102,98 394,933,502,885,20
33 Belanja Barang 233,153,251,177.00 230,122,993,235.00 98,70 192,827,477,278,00
34 Belanja Bunga 2,411,242,058.00 2,734,457,875.00 113,40 4,276,423,636,00
35 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Belanja Hibah 66,925,497,451.00 64,949,574,245.00 97,05 104,299,398,407,00
37 Belanja Bantuan Sosial 74,204,300,750.00 74,011,888,350.00 99,74 61,001,757,600,00
38 Belanja Bantuan Keuangan 7,537,888,000.00 7,537,888,000.00 100,00 14,379,588,000,00
39 JUMLAH BELANJA OPERASI 741,231,834,065,42 746,986,581,761,39 73,24 771,718,147,806,20
40 BELANJA MODAL
41 Belanja Tanah 14,553,919,000.00 13,703,919,000.00 94,16 12,884,605,500,00
42 Belanja Peralatan dan Mesin 31,094,738,797.00 26,500,984,785.00 85,23 32,091,884,939,00
43 Belanja Bangunan dan Gedung 54,366,429,785.00 47,508,703,227.00 87,39 65,790,647,974,00
44 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 65,896,268,358.00 59,340,842,942.00 90,05 86,637,971,950,00
45 Belanja Aset Tetap Lainnya 2,954,204,000.00 2,840,401,600.00 96,15 4,017,334,000,00
46 Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
47 JUMLAH BELANJA MODAL 168,865,559,940,00 149,894,851,554,00 88,77 201,422,444,363,00










49 Belanja Tak Terduga 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 100,00 1,500,000,000,00
50 JUMLAH BELANJA TAK 
TERDUGA
1,500,000,000,00 1,500,000,000,00 100,00 1,500,000,000,00
51 JUMLAH BELANJA 911,597,394,005,42 898,381,433,315,39 98,55 974,640,592,169,20
52 TRANSFER
53 TRANSFER / BAGI HASIL KE 
DESA
54 Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
57 JUMLAH TRANSFER 0,00 0,00 0,00 0,00
58 SURPLUS / (DEFISIT) (60,641,876,577,42) (55,517,976,108,89) 91,55 51,046,146,850,54
59 PEMBIAYAAN
60 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
61 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran (SiLPA)
42,085,109,143.00 42,386,142,586.97 100,72 8,798,959,736,43
62 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan
0,00 0,00 0,00 0,00
64 Pinjaman Dalam Negeri –
Pemerintah Pusat
0,00 0,00 0,00 0,00
65 Pinjaman Dalam Negeri –
Pemerintah Daerah Lainnya
0,00 0,00 0,00 0,00
66 Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga 
Keuangan Bank
64,433,561,434.42 64,433,561,432.00 100,00 44,376,794,000,00
67 Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga 
Keuangan Bukan Bank
0,00 0,00 0,00 0,00
68 Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Penerimaan Kembali Pinjaman 
kepada Perusahaan Negara
0,00 0,00 0,00 0,00
71 Penerimaan Kembali Pinjaman 
kepada Perusahaan Daerah
0,00 0,00 0,00 0,00










kepada Pemerintah Daerah Lainnya
73 JUMLAH PENERIMAAN 
PEMBIAYAAN
106,518,670,577,42 106,819,704,018,97 100,28 53,175,753,736,43
74 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
75 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Penyertaan Modal Pemerintah 
Daerah
1,500,000,000.00 0,00 0,00 1,000,000,000,00
77 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam 
Negeri – Pemerintah Pusat
0,00 0,00 0,00 0,00
78 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam 
Negeri – Pemerintah Daerah 
Lainnya
0,00 0,00 0,00 0,00
79 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam 
Negeri – Lembaga Keuangan Bank
44,376,794,000.00 44,376,794,000.00 100,00 59,444,250,000,00
80 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam 
Negeri – Lembaga Keuangan Bukan 
Bank
0,00 0,00 0,00 0,00
81 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam 
Negeri – Obligasi
0,00 0,00 0,00 0,00
82 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam 
Negeri – Lainnya
0,00 0,00 0,00 0,00
83 Pemberian Pinjaman kepada 
Perusahaan Negara
0,00 0,00 0,00 0,00
84 Pemberian Pinjaman kepada 
Perusahaan Daerah
0,00 0,00 0,00 0,00
85 Pemberian Pinjaman kepada 
Pemerintah Daerah Lainnya
0,00 0,00 0,00 0,00
86 JUMLAH PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN
45,876,794,000,00 44,376,794,000,00 96,73 60,444,250,000,00
87 PEMBIAYAAN NETTO 60,641,876,577,42 62,442,910,018,97 102,97 (7,268,496,263,57)
88 SISA LEBIH (KURANG) 
PEMBIAYAAN ANGGARAN
0,00 6,924,933,910,08 0,00 43,777,650,586,97
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1 ASET
2 ASET LANCAR
3 Kas di Kas Daerah 7,147,820,359.10 42,595,722,072,99
4 Kas di Bendahara Penerimaan 41,814,112.00 5,272,558,806,00
5 Kas di Bendahara Pengeluaran 4,272,122,792.00 4,354,730,944,00
6 Kas Di Badan Layanan Umum Daerah 0,00 0,00
7 Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00
8 Piutang Pajak 0,00 0,00
9 Piutang Retribusi 1,302,126,300.00 0,00
10 Piutang Dana Bagi Hasil 0,00 0,00
11 Piutang Dana Alokasi Umum 0,00 0,00
12 Piutang Dana Alokasi Khusus 0,00 0,00
13 Piutang Pada Pihak Ketiga 490,330,791.00 684,523,150,00
14 Piutang Lain-Lain 0,00 2,088,480,700,00
15 Persediaan 13,188,484,156.86 11,148,230,221,00
16 JUMLAH ASET LANCAR 26,442,698,510,96 66,144,245,893,99
17 INVESTASI JANGKA PANJANG
18 Investasi Non Permanen
19 Pinjaman kepada Perusahaan Negara 0,00 0,00
20 Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 0,00 0,00
21 Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00
22 Investasi dalam Surat Utang Negara 0,00 0,00
23 Investasi Nonpermanen Lainnya 0,00 0,00
24 Jumlah Investasi Nonpermanen 0,00 0,00
25 Investasi Permanen
26 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 52,915,646,466,00 52,915,646,466,00
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27 Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan 0,00 0,00
28 Penyertaan Modal Perusahaan Patungan 0,00 0,00
29 Investasi Permanen Lainnya 0,00 0,00
30 Jumlah Investasi Permanen 52,915,646,466,00 52,915,646,466,00
31 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 52,915,646,466,00 52,915,646,466,00
32 ASET TETAP
33 Tanah 354,410,699,804.00 340,706,780,804,00
34 Peralatan dan Mesin 261,826,417,761.74 235,325,432,976,74
35 Gedung dan Bangunan 910,757,607,142.00 863,248,903,915,00
36 Jalan, Jaringan, dan Instalasi 931,786,974,904.00 872,446,131,962,00
37 Aset Tetap Lainnya 17,491,178,914.00 14,650,777,314,00
38 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 0,00
39 Akumulasi Penyusutan 0,00 0,00
40 JUMLAH ASET TETAP 2,476,272,878,525,74 2,326,378,026,971,74
41 DANA CADANGAN
42 Dana Cadangan 0,00 0,00
43 JUMLAH DANA CADANGAN 0,00 0,00
44 ASET LAINNYA
45 Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 1,433,252,700.00 0,00
46 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 440,000,000.00 450,000,000,00
47 Kemitraan Dengan Fihak Ketiga 0,00 0,00
48 Aset Tak Berwujud 0,00 0,00
49 Aset Lain-Lain 0,00 0,00
50 JUMLAH ASET LAINNYA 1,873,252,700,00 450,000,000,00
51 JUMLAH ASET 2,557,504,476,202,70 2,445,887,919,331,73
52 KEWAJIBAN
53 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
54 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 4,495,009,241.02 3,172,802,430,02
55 Utang Bunga 0,00 0,00
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56 Utang Pajak 0,00 0,00
57 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Utang Bank 64,433,561,432.00 44,376,794,000,00
58 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Utang Obligasi 0,00 0,00
59 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Utang 
Pemerintah Pusat
0,00 0,00
60 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Utang 
Pemerintah Provinsi
0,00 0,00
61 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Utang 
Pemerintah Kabupaten/Kota
0,00 0,00
62 Utang Jangka Pendek Lainnya 13,591,594,915.00 4,000,000,00
63 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 82,520,165,588,02 47,553,596,430,02
64 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
65 Utang Dalam Negeri – Sektor Perbankan 0,00 0,00
66 Utang Dalam Negeri – Obligasi 0,00 0,00
67 Utang Pemerintah Pusat 0,00 0,00
68 Utang Pemerintah Provinsi 0,00 0,00
69 Utang Pemerintah Kabupaten/Kota 0,00 0,00
70 Utang Luar Negeri – Sektor Perbankan 0,00 0,00
71 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0,00 0,00
72 JUMLAH KEWAJIBAN 82,520,165,588,02 47,553,596,430,02
73 EKUITAS DANA
74 EKUITAS DANA LANCAR
75 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 6,924,933,910.08 43,777,650,586,97
76 Cadangan Piutang 1,792,457,091.00 2,773,003,850,00
77 Cadangan Persediaan 13,188,484,156.86 11,148,230,221,00
78 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran 
Utang Jangka Pendek
(78,025,156,347.00) (44,380,794,000,00)
79 Pendapatan Yang Ditangguhkan 41,814,112.00 5,272,558,806,00
80 JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR (56,077,467,077,06) 18,590,649,463,97
81 EKUITAS DANA INVESTASI
82 Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang 52,915,646,466.00 52,915,646,466,00
107
NO URAIAN 2014 2013
83 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 2,476,272,878,525.74 2,326,378,026,971,74
84 Dinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk 
Dana Cadangan)
1,873,252,700.00 450,000,000,00
85 Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran 
Utang Jangka Panjang
0,00 0,00
86 JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI 2,531,061,777,691,74 2,379,743,673,437,74
87 EKUITAS DANA CADANGAN
88 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 0,00 0,00
89 JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN 0,00 0,00
90 JUMLAH EKUITAS DANA 2,474,984,310,614,68 2,398,334,322,901,71
91 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 2,557,504,476,202,70 2,445,887,919,331,73
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1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
2 ARUS MASUK KAS
3 Pendapatan Pajak Daerah 20,839,656,684,00 6,687,073,065,00
4 Pendapatan Retribusi Daerah 36,209,133,440,00 3,917,633,714,00
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan
8,470,094,825,00 7,460,556,695,00
6 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3,785,218,885,50 1,488,817,682,74
7 Dana Bagi Hasil Pajak 16,984,886,887,00 87,081,268,431,00
8 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 47,255,517,341,00 74,273,807,449,00
9 Dana Alokasi Umum 426,037,888,000,00 614,096,216,000,00
10 Dana Alokasi Khusus 55,155,510,000,00 50,113,510,000,00
11 Dana Otonomi Khusus 164,928,542,653,00 134,908,545,457,00
12 Dana Penyesuaian 41,097,046,000,00 31,432,033,000,00
13 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 21,100,885,741,00 13,875,399,474,00
14 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0,00 0,00
15 Pendapatan Hibah 0,00 0,00
16 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00
17 Pendapatan Lainnya 0,00 60,720,552,00
18 JUMLAH ARUS MASUK KAS 841,864,380,456,50 1,025,395,581,519,74
19 ARUS KELUAR KAS
20 Belanja Pegawai 367,629,780,056,39 394,933,502,885,20
21 Belanja Barang 230,122,993,235,00 192,827,477,278,00
22 Belanja Bunga 2,734,457,875,00 4,276,423,636,00
23 Belanja Subsidi 0,00 0,00
24 Belanja Hibah 64,949,574,245,00 104,299,398,407,00
25 Belanja Bantuan Sosial 74,011,888,350,00 61,001,757,600,00
26 Belanja Bantuan Keuangan 7,537,888,000,00 14,379,588,000,00
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27 Belanja Tak Terduga 1,500,000,000,00 1,500,000,000,00
28 Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00
29 Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00
30 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00
31 JUMLAH ARUS KELUAR KAS 748,486,581,761,39 773,218,147,806,20
32 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI 93,377,798,695,11 252,177,433,713,54
33 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NON 
KEUANGAN
34 ARUS MASUK KAS
35 Lain-Lain PAD yang Sah-Penjualan Rumah 
Jabatan/Rumah Dinas 
49,577,750,00 0,00
36 Lain-Lain PAD yang Sah-Penjualan Kendaraan Dinas 205,228,000,00 85,307,500,00
37 Lain-Lain PAD yang Sah-Penjualan Hasil Kehutanan 125,200,000,00 205,850,000,00
38 Lain-Lain PAD yang Sah-Penjualan Hasil Perkebunan 566,000,000,00 0,00
39 Lain-Lain PAD yang Sah-Penjualan Hasil Peternakan 44,421,000,00 0,00
40 Lain-Lain PAD yang Sah-Penjualan Hasil Perikanan 8,650,000,00 0,00
41 JUMLAH ARUS MASUK KAS 999,076,750,00 291,157,500,00
42 ARUS KELUAR KAS
43 Belanja Tanah 13,703,919,000,00 12,884,605,500,00
44 Belanja Peralatan dan Mesin 26,500,984,785,00 32,091,884,939,00
45 Belanja Bangunan dan Gedung 47,508,703,227,00 65,790,647,974,00
46 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 59,340,842,942,00 86,637,971,950,00
47 Belanja Aset Tetap Lainnya 2,840,401,600,00 4,017,334,000,00
48 Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00
49 JUMLAH ARUS KELUAR KAS 149,894,851,554,00 201,422,444,363,00
50 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI 
NON KEUANGAN
(148,895,774,804,00) (156,455,193,086,00)
51 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN
52 ARUS MASUK KAS
53 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00
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54 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00
55 Penerimaan Pinjaman Daerah – Pemerintah Pusat 0,00 0,00
56
Penerimaan Pinjaman Daerah – Pemerintah Daerah 
Lainnya 0,00 0,00
57
Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan 
Bank
64,433,561,432,00 44,376,794,000,00
58 Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan 
Bukan Bank
0,00 0,00
59 Penerimaan Pinjaman Daerah – Obligasi 0,00 0,00
60 Penerimaan Pinjaman Daerah – Lainnya 0,00 0,00
61
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan 
Negara
0,00 0,00
62 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan 
Daerah
0,00 0,00
63 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah
Daerah Lainnya
0,00 0,00
64 ARUS MASUK KAS 64,433,561,432,00 44,376,794,000,00
65 ARUS KELUAR KAS
66 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00
67 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 0,00 1,000,000,000,00
68 Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah – Pemerintah 
Pusat
0,00 0,00
69 Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah – Pemerintah 
Daerah Lainnya
0,00 0,00
70 Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah – Lembaga 
Keuangan Bank
44,376,794,000,00 59,444,250,000,00
71 Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah – Lembaga 
Keuangan Bukan Bank
0,00 0,00
72 Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah – Obligasi 0,00 0,00
73 Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah – Lainnya 0,00 0,00
74 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara 0,00 0,00
75 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 0,00 0,00
76 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah 
Lainnya
0,00 0,00
77 JUMLAH ARUS KELUAR KAS 44,376,794,000,00 60,444,250,000,00
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78 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN 20,056,767,432,00 (16,067,456,000,00)
79 ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN
80 ARUS MASUK KAS
81 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 64,473,310,792,59 81,296,047,454,73
82 Saldo Sisa UP Tahun Anggaran 20X0 4,354,730,944,00 3,969,543,208,00
83 JUMLAH ARUS MASUK KAS 68,828041,736,59 85,265,590,662,73
84 ARUS KELUAR KAS
85 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 63,153,227,534,59 80,462,423,254,71
86 Saldo Sisa UP Tahun Anggaran 20X1 4,269,999,239,00 4,354,730,944,00
87 Koreksi SiLPA 1,391,508,000,00 2,986,401,086,57
88 JUMLAH ARUS KELUAR KAS 68,814,734,773,59 87,803,555,285,28
89 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON 
ANGGARAN
13,306,963,00 (2,537,964,622,55)
90 KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS SELAMA 
PERIODE
(35,447,901,713,89) 32,440,726,227,99
91 SALDO AWAL KAS DI BUD 42,595,722,072,99 10,154,995,845,00
92 SALDO AKHIR KAS DAERAHDI BUD 7,147,820,359,10 42,595,722,072,99
93 RINCIAN SALDO AKHIR KAS SKPD : 
94 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN 41,814,112,00 5,272,558,806,00
95 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN 4,272,122,792,00 4,354,730,944,00
96 SALDO AKHIR KAS 11,461,757,263,10 52,223,011,822,99
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